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PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
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NOMOR : 9 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN 
BERBAHAYA DAN BERACUN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI KONAWE 

Menimbang: a . bahwa l ingkungan hidup perlu dijaga 
kelestar iannya sehingga tetap mampu 
menunjang pe laksanaan pembangunan yang 
berkelanjutan dan berwawasan l ingkungan 
sebagaimana d iamanatkan oleh Undang-
Undang Negara Republik Indonesia T a h u n 
1945; 

b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di 
segala bidang, k h u s u s n y a pembangunan d i 
bidang Industr i , semakin meningkat pu la 
j u m l a h l imbah yang d ihas i lkan yang dapat 
membahayakan l ingkungan hidup dan 
kesehatan m a n u s i a sehingga per lu 
pengelolaan dan pengendalian yang baik; 

c. bahwa un tuk member ikan landasan dan 
kepast ian h u k u m dalam pengolaan dan 
pengendalian l imbah bahan berbahaya dan 
beracun per lu pengaturan pengelolaan dan 
pengendalian yang diatur dengan Peraturan 
Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana d imaksud dalam h u r u f a, hu ru f 



b, dan huru f c perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian 
L imbah B a h a n Berbahaya dan Beracun ; 

Mengingat : 1) Pasa l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia T a h u n 1945; 

2) Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 
I I d i Sulawesi (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

3) Undang-Undang Nomor 8 T a h u n 1981 tentang 
H u k u m Acara P idana (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 3209); 

4) Undang-Undang Nomor 32 T a h u n 2009 
tentang Perl indungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T a h u n 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5059); 

5) Undang-Undang Nomor 36 T a h u n 2009 
tentang Kesehatan (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5063); 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 T a h u n 1999 
tentang Anal is is Mengenai Dampak 
Lingkungan (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 1999 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3838); 

7) Peraturan Menteri Negara L ingkungan Hidup 
Nomor 30 T a h u n 2009 tentang T a t a L a k s a n a 
Per iz inan dan Pengawasan Pengelolaan 
L imbah B a h a n Berbahaya dan Be racun Serta 
Pengawasan Pemul ihan Akibat Pencemaran 
L imbah B a h a n Berbahaya dan Be racun Oleh 
Pemerintah Daerah; 

3) Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-



undangan (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9) Peraturan Pemerintah Nomor 27 t ahun 2012 
tentang Iz in Lingkungan. (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2012 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 4737); 

10) Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 
tentang Pengelolaan L imbah B a h a h a n 
Berbahaya dan Beracun . (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 333 , 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia); 

11) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe T a h u n 
2014 Tentang Perl indungan dan Pengelolaan 
L inkungan Hidup (Lembaran Daerah 
Kabupaten Konawe T a h u n 2014 Nomor 5 
T a h u n 2014). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE 

dan 

BUPATI KONAWE 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE 
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN 
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasa l 1 

Da lam Peraturan Daerah in i yang d imaksud dengan: 



1. Daerah adalah kabupaten konawe 
2. Pemerintah daerah adalah Bupa t i dan perangkat daerah 

sebagai u n s u r penyelenggara pemerintah daerah. 
3. Sa tuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya 

d is ingkatSKPD, adalah S K P D di l ingkungan Pemerintah 
Daerah. 

4. S K P D yang Berwenang adalah S K P D yang berwenang 
dalambidang pengelolaan dan pengendalian l ingkungan 
hidup diDaerah. 

5. S K P D Periz inan adalah S K P D yang berwenang d i 
bidangperizinan di Daerah. 

6. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, yang 
selanjutnya disingkat PPLHD, adalah Pegawai Negeri S ip i l 
yang berada pada S K P D yang Berwenang yang memenuhi 
persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupat i . 

7. L ingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua 
benda, daya, keadaan, dan m a k h l u k hidup, termasuk 
m a n u s i a dan per i lakunya, yang mempengaruhi a lam i tu 
sendir i , kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan 
manus i a serta makh luk hidup lain. 

8. B a h a n Berbahaya dan Beracun yang se lanjutnya dis ingkat 
B 3 ada lah zat, energi, dan/atau komponen la in yang ka rena 
sifat, konsentrasi , dan/atau jumlahnya , baik secara langsung 
m a u p u n t idak langsung, dapat mencemarkan dan/atau 
merusak l ingkungan hidup dan/atau membahayakan 
l ingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup 
m a n u s i a dan m a k h l u k hidup la in. 

9. L imbah B a h a n Berbahaya dan Beracun , se lanjutnya 
disingkat L imbah B 3 , adalah s i s a sua tu u s a h a dan/atau 
kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau 
beracun yang ka rena sifat dan/atau konsentras inya 
dan/atau jumlahnya , baik secara langsung maupun t idak 
langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakan 
l ingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan 
l ingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup m a n u s i a 
serta makh luk hidup la in. 

10. L imbah B 3 dar i sumber t idak spesifik adalah l imbah B 3 yang 
pada u m u m n y a berasal bukan dar i proses utamanya, tetapi 
berasal dar i kegiatan pemel iharaan alat, pencucian, 
pencegahan korosi, pelarutan kerak, pengemasan, dan la in-
la in. 



1 1 . Sa tuan Kerja Perangkat Daerah, yang se lanjutnya 
d is ingkatSKPD, adalah S K P D di l ingkungan Pemerintah 
Daerah. 

12. S K P D yang Berwenang adalah S K P D yang berwenang da lam 
bidang pengelolaan dan pengendalian l ingkungan hidup 
diDaerab. 

13. S K P D Periz inan adalah S K P D yang berwenang di bidang 
periz inan di Daerah. 

14. Pejabat Pengawas L ingkungan Hidup Daerah, yang 
se lanjutnya disingkat PPLHD, adalah Pegawai Negeri S ip i l 
yang berada pada S K P D yang Berwenang yang memenuhi 
persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupat i . 

15. L ingkungan Hidup adalah kesa tuan ruang dengan semua 
benda, daya, keadaan, dan m a k h l u k hidup, termasuk 
m a n u s i a dan per i lakunya, yang mempengaruhi a lam i tu 
sendir i , kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan 
m a n u s i a serta m a k h l u k hidup la in. 

16. B a h a n Berbahaya dan Be racun yang selanjutnya disingkat 
B 3 ada lah zat, energi, dan/atau komponen la in yang 
karenasi fat , konsentrasi , dan/atau jumlahnya , baik secara 
langsung m a u p u n tidak langsung, dapat mencemarkan 
dan/atau merusak l ingkungan hidup dan/atau 
membahayakan l ingkungan hidup, kesehatan, serta 
kelangsungan hidup manus i a dan makh luk hidup la in. 

17. L imbah B a h a n Berbahaya dan Beracun , se lanjutnya 
disingkat L imbah B 3 , adalah s i s a sua tu u s a h a dan/atau 
kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau 
beracun yang ka rena sifat dan/atau konsentras inya 
dan/atau jumlahnya , baik secara langsung maupun t idak 
langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakan 
l ingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan 
l ingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup m a n u s i a 
ser ta m a k h l u k hidup lain. 

18. L imbah B 3 dar i sumber t idak spesifik adalah l imbah B 3 yang 
pada u m u m n y a berasal bukan dar i proses utamanya, tetapi 
berasal dar i kegiatan pemel iharaan alat, pencucian, 
pencegahan korosi, pelarutan kerak, pengemasan, dan 
la in la in. 

19. L imbah B 3 dar i sumber spesifik adalah l imbah B 3 s i sa proses 
sua tu industr i a tau kegiatan yang secara spesifik dapat 
d i tentukan berdasarkan ka j ian i lmiah. 

20. L imbah B 3 dar i bahan k im ia kada luarsa , tumpahan, bekas 
kemasan , dan buangan produk yang t idak memenuhi 



spesif ikasi ada lah l imbah B 3 yang t idak memenuhi 
spesif ikasi yang d i tentukan a tau t idak dapat d imanfaatkan 
kembal i t e rmasuk s i s a kemasan l imbah B 3 dan bahan-bahan 
k im ia yang kada luarsa . 

2 1 . Pengendalian pengelolaan L imbah B 3 adalah upaya 
pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau 
perusakan l ingkungan serta pemul ihan kua l i tas l ingkungan 
akibat L imbah B 3 . 

22 . Orang ada lah orang perseorangan a tau badan usaha , baik 
yang berbadan h u k u m maupun yang tidak berbadan h u k u m . 

23 . B a d a n u s a h a adalah badan u s a h a yang me lakukan kegiatan 
pengelolaan L imbah B 3 sebagai kegiatan u tama dan/atau 
kegiatan pengelolaan L imbah B 3 yang bersumber bukan dar i 
kegiatan sendir i dan dalam kegiatan akte notaris pendir ian 
badan u s a h a tertera bidang a tau sub bidang pengelolaan 
L imbah B 3 . 

24. Pengelola L imbah B 3 adalah orang yang me lakukan 
pengelolaan L imbah B 3 . 

25 . Pengelolaan L imbah B 3 adalah rangkaian kegiatan yang 
mencakup reduks i , penyimpanan, pengumpulan, 
pengangkutan, pemanfaatan, pengolaban dan penimbunan 
L imbah B 3 . 

26. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan iz in 
pengelolaan L imbah B 3 . 

27. Penghasi l L imbah B 3 adalah orang yang u s a h a dan/atau 
kegiatannya menghasi lkan L imbah B 3 

28. Pengumpul L imbah B 3 adalah badan u s a h a yang me lakukan 
u s a h a dan/atau kegiatan pengumpulan dengan tu juan u n t u k 
mengumpulkan L imbah B 3 sebelum dik ir im ke tempat 
pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan 
L imbah B 3 yang berizin. 

29 . Pengangkut L imbah B 3 adalah badan u s a h a yang me lakukan 
u s a h a dan/atau kegiatan pengangkutan L imbah B 3 yang 
berizin. 

30. Pengolah L imbah B 3 adalah badan u s a h a yang 
mengoperasikan sa rana pengolahan L imbah B 3 yang berizin. 

3 1 . Penimbun L imbah B 3 adalah badan u s a h a yang me lakukan 
u s a h a dan/atau kegiatan penimbunan L imbah B 3 yang 
berizin. 

32 . Penyimpanan L imbah B 3 adalah kegiatan menyimpan 
L imbah B 3 yang d i l akukan oleh penghasil dan/atau 
pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolahdan/atau 



penimbun L imbah B 3 berizin dengan maksud menyimpan 
sementara. 

33 . Tempat Penyimpanan Sementara, yang selanjutnya disingkat 
T P S , adalah tempat un tuk menyimpan sementara L imbah B 3 
dalam wak tu singkat. 

34. Pengumpulan L imbah B 3 adalah kegiatan mengumpulkan 
L imbah B 3 dar i penghasil L imbah B 3 dengan maksud 
menyimpan sementara sebelum d iserahkan kepada 
pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun L imbah 
B 3 ska l a kabupaten. 

35 . Pengumpulan L imbah B 3 adalah kegiatan mengumpulkan 
L imbah B 3 yang bersumber dar i wi layah Daerah dalam ska l a 
kabupaten. 

36. Pengangkutan L imbah B 3 adalah sua tu kegiatan pemindahan 
L imbah B 3 dar i penghasil dan/atau dar i pengumpul 
dan/atau dar i pemanfaat dan/atau daripengolah ke 
pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah 
dan/atau ke penimbun L imbah B 3 . 

37. Reduks i l imbah B 3 adalah sua tu kegiatan pada penghasil 
u n t u k mengurangi j u m l a h dan mengurangi sifat bahaya dan 
r a cun l imbah B 3 , sebelum d ihas i lkan dar i sua tu kegiatan. 

38. Pengolahan L imbah B 3 adalah proses un tuk mengubah 
karakter is t ik dan komposisi L imbah B 3 u n t u k 
menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau 
sifat r acun . 

39. Penimbunan L imbah B 3 adalah sua tu kegiatan 
menempatkan L imbah B 3 pada sua tu fasi l i tas penimbunan 
dengan maksud t idak membahayakan kesehatan 
manus iadan l ingkungan hidup. 

40. S istem Tanggap Darura t adalah serangkaian kegiatan sebagai 
upaya un tuk menghindari terjadinya dampak negatif dar i 
pengelolaan l imbah B 3 pada lokasi penyimpanan sementara 
dan pengumpulan l imbah B 3 agar dapat dis impan dengan 
baik dan aman. 

4 1 . Iz in adalah iz in pengelolaan L imbah B 3 yang meliputi I z in 
Penyimpanan Sementara, Iz in Pengumpulan, a tau Iz in Lokas i 
Pengolahan L imbah B 3 . 

42 . Anal is is Mengenai Dampak L ingkungan Hidup, yang 
selanjutnya disingkat Amdal, adalah ka j ian mengenai 
dampak penting s u a t u u s a h a dan/atau kegiatan yang 
d i rencanakan pada l ingkungan hidup yang diper lukan bagi 
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan 
u s a h a dan/atau kegiatan. 



43. Sura t Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 
L ingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL , adalah 
pernyataan kesanggupan dar i penanggungjawab u s a h a 
dan/atau kegiatan u n t u k me lakukan pengelolaan dan 
pemantauan l ingkungan hidup atas dampak l ingkungan 
hidup dar i u s a h a dan/atau kegiatannya di luar u s a h a 
dan/atau kegiatan yang wajib amdal a tauUKL-UPL . 

44. Upaya pengelolaan l ingkungan hidup dan upaya pemantauan 
l ingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat UKL -UPL , 
adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap U s a h a 
dan/atau Kegiatan yang t idak berdampak penting terhadap 
l ingkungan hidup yang diper lukan bagi proses pengambilan 
keputusan tentang penyelenggaraan U s a h a dan/atau 
Kegiatan. 

45 . I z in L ingkungan ada lah iz in yang diberikan kepada setiap 
orang yang me lakukan u s a h a dan/atau kegiatan yang wajib 
Amdal a tau U K L - U P L dalam rangka perl indungan dan 
pengelolaan l ingkungan hidup sebagai prasyarat u n t u k 
memperoleh iz in u s a h a dan/atau kegiatan. 

46. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan iz in 
pengelolaan L imbah B 3 . 

47. Dokumen L imbah B 3 adalah dokumen resmi kegiatan 
pengelolaan L imbah B 3 yang ditandatangani oleh penghasil 
L imbah B 3 dan pengelola L imbah B 3 yang telah memil ik i iz in. 

48. Pengawasan adalah upaya terpadu yang d i l aksanakan oleh 
S K P D yang Berwenang yang meliputi pemantauan, 
pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemar. 

49. Pemul ihan l ingkungan adalah rangkaian kegiatan 
pe laksanaan pembersihan dan/atau pemul ihan kua l i tas 
l ingkungan yang sudah tercemar L imbah B 3 sehingga sesua i 
fungsinya kembali . 

50. Penyidikan adalah serangkaian t indakan penyidik dalam ha l 
dan menurut ca ra yang diatur da lam undang-undang u n t u k 
mencar i serta mengumpulkan bukt i yang dengan bukt i 
i tumembuat terang tentang t indak pidana yang terjadi dan 
guna menemukan tersangkanya. 

5 1 . Penyidik Pegawai Negeri Sipi l , yang selanjutnya disingkat 
PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri S ip i l tertentu 
di l ingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang 
k h u s u s oleh undang-undang u n t u k me lakukan penyidikan 
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 



BAB I I 
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Bagian Kesatu 
Asas 

P a s a l 2 

Pengelolaan dan Pengendalian l imbah B 3 , d i l aksanakan 
berdasarkan asas : 
a . Tanggung jawab negara; 
b. kelestar ian dan keberlanjutan; 
c. keseras ian dan keseimbangan; 
d. keterpaduan; 
e. manfaat; 
f. kehat i -hat ian; 
g. keadi lan; 
h . ekoregon; 
i . keanekaragaman kayat i ; 
j . pencemaran membayar; 
k. Partisipasif; 
1. tata kelola pemerintahan yang baik; 
m. Kear i fan Lokal ;dan 
n . otonomi Daerah. 

Bagian Kedua 
Tu juan 

Pasa l 3 

(1) Pengaturan pengelolaan dan pengendalian l imbah B 3 
d imaksudkan sebagai upaya agar pengelolaan l imbah B 3 
dapat terkendali guna terwujudnya pembangunan 
berkelanjutan yang berwawasan l ingkungan. 

(2) Pengaturan pengelolaan l imbah B 3 bertujuan un tuk mencegah 
dan menanggulangi pencemaran dan a tau perusakan 
l ingkungan hidup yang d iakibatkan oleh l imbah B 3 serta 
me lakukan pemul ihan kua l i tas l ingkungan yang sudah 
tercemar sehingga sesua i fungsinya kembali . 



Bagian Ketiga 
Ruang Lingkup 

Pasa l 4 

Ruang l ingkup peraturan daerah ini , me l ipu t i : 
a . pengelolaan dan pengendalian l imbah B 3 ; 
b. periz inan; 
c. Pengawasan 
d. penanggulangan dan pemulihan; 
e. S is tem tanggap darurat 
f. peran masyarakat dan dunia usaha ; 
g. pembinaan dan pengawasan. 

BAB I I I 

SUMBER, J E N I S DAN K A R A K T E R I S T I K LIMBAH B3 

Pasa l 5 

Sumber L imbah B 3 Berasa l dar i : 
a . U s a h a dan/atau kegiatan; a tau 
b. R u m a h tangga 

Pasa l 6 

(1) J e n i s L imbah B 3 dar i u s a h a dan/atau kegiatan sebagaimana 
d imaksud dalam Pasa l 3 huru f a meliputi L imbah B 3 dar i 
sumber spesifik, sumber t idak spesifik, dan dar i bahan k im ia 
kada luarsa , tumpahan bahan k imia , bekas kemasan bahan 
k imia , dan buangan produk yang t idak memenuhi spesif ikasi 
sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) J e n i s L imbah dar i r u m a h tangga sebagaimana d imaksud 
dalam Pasa l 6 h u r u f b meliputi s emua L imbah r u m a h tangga 
yang ka rena sifat dan/atau konsentras i dan/atau j u m l a h n y a 
te rmasuk kategori L imbah B 3 . 

(3) Per incian dar i masing-masing j en is L imbah B 3 sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang- undangan. 



Pasa l 7 

(1) Se la in L imbah B 3 sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 7 ayat 
(3), l imbahdapat diidentif ikasi sebagai L imbah B 3 j i k a setelah 
melalui pengujian memil ik i sa lah sa tu a tau lebih karakter is t ik 
sebagai berikut: 
a. mudah meledak; 
b. mudah terbakar; 
c. ber sifat reaktif; 
d. beracun; 
e. menyebabkan infeksi; dan 
f. bersifat korosif dan/atau bersifat radioaktif. 

(2) Penentuan jenis- jenis l imbah B a h a n Berbahaya dan Be racun 
dan penanganan sebagaimana karakter i s t iknya a k a n diatur 
lebih lanjut dalam Peraturan Bupat i . 

BAB IV 
WEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH 

Pasa l 8 

(1) Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dan 
pengendalian l imbah B a h a n Berbahaya dan Be racun yang 
d i l aksanakan oleh Bupa t i berdasarkan Perundang-undangan. 

(2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1), me l ipu t i : 
a . menerbitkan Iz in Penyimpanan Sementara L imbah B a h a n 

Berbahaya dan Beracun . 
b. menerbitkan Iz in Pengumpulan l imbah B a h a n Berbahaya 

dan Be racun kecua l i minyak pelumas a tau oli bekas; 
c. menerbitkan Iz in Lokas i Pengolahan L imbah B a h a n 

Berbahaya dan Beracun ; 
d. pengawasan pe laksanaan pengelolaan L imbah B a h a n 

Berbahaya dan Beracun ; 
e. pengawasan pe laksanaan pemul ihan akibat pencemaran 

L imbah B a h a n Berbahaya dan Beracun ; 
f. pengawasan pe laksanaan s ist im tanggap darurat ; 
g. pengawasan penanggulangan kece lakaan pengelolaan 

L imbah B a h a n Berbahaya dan Beracun ; pengawasan 
penanggulangan kecelakaan pengelolaan L imbah B a h a n 
Berbahaya dan Be racun ; 



h. me lakukan ker ja sama antar daerah dalam pengelolaan 
dan pengendalian L imbah B a h a n Berbahaya dan Be racun ; 
dan 

i . me lakukan pengawasan pe laksanaan pengujian L imbah 
B 3 . 

Pasa l 9 

(1) Wewenang dan tanggung jawab administras i periz inan 
sebagaimana d imaksud dalam pasal 8 ayat (2) h u r u f a , hu ru f 
b, dan huru f c d i l aksanakan oleh Kepala S K P D Perizinan. 

(2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana d imaksud da lam 
pasa l 8 ayat (2) h u r u f d sampai dengan h u r u f i , secara teknis 
operasional d i l aksanakan oleh Kepala S K P D yang Berwenang. 

BAB V 
PENGENDALIAN 

Pasa l 10 

(1) Subjek pengelolaan dan pengendalian L imbah B 3 adalah orang 
yang menghasi lkan dan/atau me lakukan kegiatan pengelolaan 
L imbah B 3 . 

(2) Objek pengelolaan dan pengendalian L imbah B 3 adalah 
kegiatan pengelolaan dan pengendalian L imbah B 3 yang 
d ihas i lkan dar i sua tu kegiatan u s a h a yang meliputi r eduks i 
l imbah B 3 , penyimpanan L imbah B 3 dan pengumpulan 
L imbah B 3 kecual i m inyak pelumas bekas a tau oli bekas. 

BAB V I 
PENGELOLAAN 

Bagian Kesatu 
U m u m 

Pasa l 11 

(1) Setiap orang yang me lakukan u s a h a dan/atau kegiatan yang 
menggunakan dan/atau menghasi lkan L imbah B 3 wajib 
me lakukan pengelolaan terhadap L imbah B 3 . 

(2) Setiap orang yang me lakukan u s a h a dan/atau kegiatan 
pengelolaan L imbah B 3 sebagaimana d imaksud ayat (1) wajib 
memi l ik i i z in pengelolaan L imbah B 3 . 



(3) Iz in pengelolaan sebagaimana d imaksud ayat (1) d i l aksanakan 
sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasa l 12 

(1) Pengelolaan L imbah B 3 sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 11 
pada ayat (2) dapat d i l akukan sendiri oleh penghasil L imbah 
B 3 ; 

(2) Da lam h a l penghasil L imbah B 3 dar i u s a h a dan/atau kegiatan 
t idak mampu me laksanakan sendiri pengolahan L imbah B 3 
sebagaimana d imaksud ayat (3), dapat menyerahkan 
pengolahan kepada p ihak yang me lakukan u s a h a di bidang 
pengolahan a tau pemanfaat L imbah B 3 yang memil ik i iz in. 

Pasa l 13 

(1) Pengelolaan dan pengendalian l imbah B 3 sebagaimana 
d imaksud dalam Pasa l 10 ayat (1), meliputi kegiatan ; 

a. Penyimpanan l imbah B 3 ; 
b. Pengumpulan L imbah B 3 ; 
c. Pengangkutan L imbah B 3 ; 
d. Pemanfaatan 
e. Pengolahan 
(2) Ketentuan mengenai persyaratan lokasi , bangunan dan ta ta 

c a r a penyimpanan sementara L imbah B a h a n Berbahaya dan 
Be racun dan pengumpulan L imbah B a h a n Berbahaya dan 
Be racun diatur dalam Peraturan Bupat i . 

Bagian Kedua 
Pemantauan dan Pelaporan 

Pasa l 14 

(1) Setiap orang yang me lakukan kegiatan pengelolaan L imbah B 3 
dan/atau kegiatan usahanya menghasi lkan L imbah B 3 yang 
s a m a secara terus menerus, wajib me lakukan pengujian 
L imbah B 3 paling kurang 1 (satu) ka l i se lama kegiatan u s a h a 
tersebut dengan menyertakan has i l anal is is laboratorium. 

(2) Da lam h a l terjadi perubahan kegiatan dan/atau proses 
dan/atau bahan baku yang mengakibatkan berubahnya sifat 
dan/atau karakter is t ik L imbah B 3 yang d ihas i lkan, m a k a 
penghasil L imbah B 3 wajib me lakukan pengujian kembali . 



(3) Pengujian L imbah B 3 sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), d i l aksanakan melalui laboratorium l ingkungan yang 
terakreditasi . 

(4) Has i l pengujian L imbah B 3 sebagaimana d imaksud pada ayat 
(3) wajib di laporkan kepada Kepala S K P D yang Berwenang dan 
ins tans i vert ikal yang bertanggung jawab d i bidang l ingkungan 
hidup sesua i ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasa l 15 

(1) Setiap orang yang karena kegiatannya menghasi lkan L imbah 
B 3 wajib: 

a . memil ik i tempat penyimpanan sementara L imbah B 3 ; 
b. me laksanakan pengelolaan L imbah B 3 , termasuk reduks i 

L imbah B 3 ; 
c. memil ik i s istem tanggap darurat : 
d. me laksanakan penanggulangan kece lakaan akibat L imbah B 3 ; 

dan 
e. me laksanakan pemul ihan pencemaran akibat L imbahB3. 
(2) Sela in wajib me laksanakan ketentuan sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1), penghasil L imbah B 3 wajib membuat catatan 
tentang: 
a . j en is , karakter is t ik , j u m l a h dan wak tu d ihas i lkannya 

L imbah B 3 ; 
b. j en is , karakter ist ik , j u m l a h dan w a k t u penyerahan L imbah 

B 3 kepada pengelola berizin; 
c. n a m a pengangkut L imbah B 3 yang me laksanakan 

pengiriman kepada pengumpul dan/atau pemanfaat 
dan/atau pengolah dan/atau penimbun L imbah B 3 ; 

d. n a m a pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah 
dan/atau penimbun L imbah B 3 dengan melampirkan 
dokumen L imbah B 3 ; dan 

e. neraca L imbah B 3 . 
(3) Cata tan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) wajib di laporkan 

kepada Kepala S K P D yang Berwenang dan Ins tans i vert ikal 
yang bertanggung jawab di bidang l ingkungan hidup sesua i 
ketentuan peraturan perundangundangan paling kurang 1 
(satu) ka l i dalam 3 (tiga) bulan. 

(4) Format Neraca L imbah B 3 sebagaimana d imaksud dalam ayat 
(2) h u r u f e sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 



Bagian Ketiga 
Penyimpanan L imbah B 3 

Pasa l 16 

(1) Kegiatan penyimpanan L imbah B 3 ditempatkan pada T P S 
L imbah B 3 un tuk j angka wak tu paling l ama 90 (sembilan 
puluh) h a r i kalender sebelum d iserahkan kepada pengangkut 
dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah 
dan/atau penimbun L imbah B 3 yang berizin. 

(2) Da lam h a l L imbah B 3 yang d ihas i lkan kurang dar i 50 ( l ima 
puluh) ki logram per ha r i kalender, penghasil L imbah B 3 dapat 
menyimpan L imbah B 3 yang d ihas i lkannya paling lama 180 
(seratus delapan puluh) ha r i kalender sebelum 
menyerahkannya kepada pengangkut dan/atau pengumpul 
dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun 
L imbah B 3 yang berizin. 

(3) Da lam h a l l imbah B 3 yang d ihas i lkan ada lah l imbah B 3 medis 
tertentu m a k a j angka wak tu penyimpanan l imbah B 3 sesua i 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Setiap kegiatan pengeluaran l imbah B 3 dar i T P S wajib 
di laporkan kepada S K P D yang Berwenang. 

Pasa l 17 

(1) Penyimpanan L imbah B 3 sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 
11 hanya dapat d i l aksanakan pada T P S L imbah B 3 yang 
berada di dalam lokasi u s a h a dan/atau kegiatannya. 

(2) Pemil ihan lokasi T P S L imbah B 3 sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) h a r u s mampu mencegah dampak yang d i t imbulkan 
terhadap l ingkungan seki tarnya. TPS L imbah B 3 dapat 
d igunakan un tuk menyimpan lebih dar i 1 (satu) j en is dan/atau 
karakter is t ik L imbah B 3 yang sal ing bersesuaian dan t idak 
a k a n menimbulkan dampak 
yang membahayakan. 

Bag ian Keempat 
Pengumpulan L imbah B 3 

Pasa l 18 

(1) Kegiatan pengumpulan L imbah B 3 hanya diperbolehkan u n t u k 
j en is L imbah B 3 yang dapat d imanfaatkan dan/atau te lah 



memil ik i kontrak ker jasama dengan p ihak pemanfaat, 
dan/atau pengolah dan/atau penimbun yang telah memi l ik i 
iz in. 

(2) Kontrak ker jasama sebagaimana d imaksud pada ayat (1) wajib 
memuat tanggung j awab masing-masing p ihak apabi la terjadi 
pencemaran dan/atau perusakan l ingkungan. 

(3) Setiap orang dan/atau badan u s a h a dapat me lakukan kegiatan 
pengumpulan L imbah B 3 yang ditempatkan pada tempat 
pengumpulan L imbah B 3 u n t u k j angka wak tu paling l ama 90 
(sembilan puluh) h a r i kalender sebelum menyerahkannya 
kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun 
L imbah B 3 yang berizin. 

(4) Setiap orang dan/atau badan u s a h a yang kegiatan u tamanya 
berupa pengumpulan L imbah B 3 wajib memil iki : 

a . laboratorium anal is is a tau alat anal is is L imbah B 3 d i 
lokasi kegiatan pengumpulan L imbah B 3 ; dan 

b. tenaga yang terdidik di bidang anal is is dan pengelolaan 
L imbah B 3 . 

(5) Segala dampak yang d iak ibatkan dar i kegiatan pengumpulan 
L imbah B 3 menjadi beban dan tanggung jawab p ihak 
pengumpul. 

Pasa l 19 

(1) Pengumpulan L imbah B 3 sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 
13 d i l aksanakan pada tempat pengumpulan sesuaistandar. 

(2) Standar sebagaimana d imaksud pada ayat (1) meliputi: 
a . letak tempat pengumpulan L imbah B 3 h a r u s sesua i dengan 

peruntukan Rencana Ta ta Ruang Wilayah; 
b. dilengkapi dengan dokumen pengelolaan l ingkungan hidup 

sesua i ketentuan peraturan perundang-undangan; 
c. j a r a k dengan sungai mengalir sepanjang t ahun paling 

sedikit 50 (l ima puluh) meter; 
d. lokasi bebas dar i banjir; dan 
e. j a r a k lokasi dengan fasil itas u m u m paling sedikit 

lOO(seratus) meter. 
(3) Kegiatan pengumpulan L imbah B 3 dapat d i l akukan terhadap 

lebih dar i 1 (satu) j en i s L imbah B 3 . 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan standar dan 

pemil ihan lokasi pengumpulan L imbah B 3 diatur dengan 
Peraturan Bupat i . 



Pasa l 20 

(1) Pengumpul L imbah B 3 wajib me laksanakan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. me laksanakan pengelolaan L imbah B 3 ; 
b. memil ik i s istem tanggap darurat ; 
c. me laksanakan penanggulangan kecelakaan pengelolaan 

L imbah B 3 ; dan 
d. me laksanakan pemul ihan pencemaran akibat L imbah B 3 . 

(2) Se la in wajib me laksanakan ketentuan sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1), pengumpul L imbah B 3 wajib membuat catatan 
tentang: 
a. j en is , karakter ist ik , j um lah , dan w a k t u diter imanya L imbah 

B 3 dar i penghasil L imbah B 3 ; 
b. j en is , karakter ist ik , j um lah , dan wak tu penyerahan L imbah 

B 3 kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau 
penimbun L imbah B 3 yang berizin; 

c. n a m a pengangkut L imbah B 3 yang me laksanakan 
pengiriman kepada pemanfaat dan/atau pengolah 
dan/atau penimbun L imbah B 3 yang berizin; 

d. n a m a pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun 
L imbah B 3 dengan melampirkan dokumen L imbah B 3 ; dan 

e. neraca L imbah B 3 . 
(3) Pengumpul wajib menyampaikan catatan sebagaimana 

d imaksud pada ayat (2) paling kurang sekal i da lam 3 (tiga) 
bu lan kepada Kepala S K P D yang Berwenang serta ins tans i 
vert ikal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB V I I 
PERIZINAN 

Bagian Kesatu 

Pasa l 21 

(1) Jen is - j en is perizinan yang diatur dalam pengelolaan l imbah B 3 
adalah; 
a. Iz in penyimpanan sementara l imbah B 3 ; 
b. Iz in pengumpulan l imbah B 3 ska l a kabupaten; 
c. Iz in lokasi 



(2) Setiap orang yang me laksanakan kegiatan penyimpanan 
sementara L imbah B 3 dan/atau pengumpulan L imbah B 3 
wajib memi l ik i iz in dar i Bupat i 

(3) Iz in pengelolaan lokasi sebagaimana d imaksud ayat (1) 
d i l aksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pasa l 22 

(1) Iz in sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 21 diterbitkan da lam 
bentuk Sura t Iz in. 

(2) Su ra t iz in sebagaimana d imaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat tentang : 
a. identitas badan u s a h a yang mel iputi n a m a perusahaan, 

alamat, bidang usaha , n a m a penanggung jawab kegiatan; 
b. sumber L imbah B 3 ; 
c. j en i s pengelolaan L imbah B 3 yang meliputi penyimpanan 
d. sementara L imbah B 3 a tau pengumpulan L imbah B 3 ; 
e. lokasi/area kegiatan penyimpanan sementara L imbah B 3 
f. a tau pengumpulan L imbah B 3 ; 
g. j en is dan karakter is t ik L imbah B 3 ; 
h . kewajiban yang h a r u s d i l akukan ; 
i . persyaratan sebagai indikator dalam me lakukan 
j . kewajiban; 
k. m a s a ber laku iz in; 
1. s istem pengawasan; dan 
m. sistem pelaporan. 

(3) Format Sura t Iz in sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d iatur 
lebih lanjut dalam Peraturan Bupat i 

Bagian Kedua 
T a t a C a r a Memperoleh Iz in 

Pasa l 23 

(1) Permohonan iz in d isampaikan secara tertulis kepada Bupa t i 
mela lui Kepala S K P D Periz inan, yang ditandatangani oleh 
pemohon. 

(2) Permohonan Iz in Penyimpanan Sementara h a r u s dilengkapi 
dengan: 
a . foto copy akte pendirian perusahaan bagi badan usaha ; 
b. foto copy Iz in Gangguan; 
c. foto copylzin Mendir ikan Bangunan ; 



d. foto copyKartu Tanda Penduduk penanggung jawab 
u s a h a dan/atau kegiatan; 

e. foto copy Iz in L ingkungan yang di da lamnya 
mencantumkan kegiatan penyimpanan sementara L imbah 
B 3 ; 

f. denah lokasi pengelolaan L imbah B 3 ; 
g. u ra i an tentang bahan baku dan proses kegiatan; 
h . u ra ian tentang desain kons t ruks i tempat penyimpanan 

sementara L imbah B 3 ; 
i . u ra ian tentang j u m l a h dan karakter is t ik L imbah B 3 ; 

j . formulir i s ian yang disediakan; dan 
k. formulir sura t pernyataan yang telah disediakan. 

(3) Permohonan Iz in Pengumpulan h a r u s dilengkapi dengan: 
a. foto copy akte pendir ian perusahaan yang di da lamnya 

memuat bidang a tau sub bidang pengumpulan L imbahB3 ; 
b. foto copy Iz in Gangguan; 
c. foto copy Iz in Mendir ikan Bangunan; 
d. foto copy K a r t u Tanda Penduduk penanggung jawab u s a h a 

dan/atau kegiatan; 
e. foto copy Iz in L ingkungan yang di da lamnya 

mencantumkan u s a h a pengumpulan L imbah B 3 ; 
f. denah lokasi pengelolaan L imbah B 3 ; 
g. u ra i an tentang jen is , j u m l a h dan karakter is t ik L imbahB3 ; 
h . u ra i an tentang desain kons t ruks i tempat pengumpulan 

L imbah B 3 ; 
i . u ra ian tentang sistem pengumpulan; 

j . formulir i s ian yang disediakan; 
k. formulir sura t pernyataan yang telah disediakan; 
1. kontrak ker jasama dengan pemanfaat/pengolah/ 

penimbun yang telah memil iki iz in; dan 
m. sura t pernyataan bermaterai tentang j a m i n a n pemul ihan 

l ingkungan paling sedikit 5% (l ima persen) dar i n i la i 
investasi . 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format permohonan iz in, 
formulir i s ian dan sura t pernyataan diatur dalam Peraturan 
Bupa t i 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Iz in L ingkungan sebagaimana 
pada ayat (2) h u r u f e dan ayat (3) h u r u f ediatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Bupat i . 



Pasa l 24 

(1) Sebelum d i l aksanakan penerbitan keputusan pemberian a tau 
penolakan izin, d i l aksanakan veri f ikasi persyaratan 
adminis tras i sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 23 ayat (2) 
dan ayat (3) oleh S K P D Perizinan dan veri f ikasi teknis oleh T i m 
Teknis . 

(2) Veri f ikasi teknis sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i l aksanakan melalui kegiatan pengecekan: 
a. lokasi kegiatan pengelolaan L imbah B 3 ; 
b. rancang bangun tempat pengelolaan L imbah B 3 ; 
c. s istem tanggap darurat ; 
d. kelengkapan s a r a n a pengelolaan L imbah B 3 ; 
e. prosedur operasi standar pengelolaan L imbah B 3 ; dan 
f. j en is dan/atau volume L imbah B 3 . 

(3) Has i l kegiatan veri f ikasi teknis sebagaimana d imaksud 
padaayat (2), d i tuangkan dalam Ber i ta Acara Pemer iksaan 
yang ditandatangani oleh T i m Tekn is dan pihak pemohon iz in. 

(4) S K P D yang Berwenang me lakukan evaluasi terhadap has i l 
veri f ikasi teknis. 

(5) S K P D yang Berwenang mengeluarkan rekomendasi 
berdasarkan has i l eva luasi sebagaimana d imaksud pada ayat 
(4). 

(6) Rekomendasi sebagaimana d imaksud pada ayat (5) 
d isampaikan kepada S K P D Perizinan un tuk d isampaikan 
kepada Bupa t i sebagai dasar pertimbangan d ike luarkannya 
Iz in. 

(7) S u s u n a n dan tata ca ra pe laksanaan tugas T i m Tekn is 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1), d iatur dalam Peraturan 
Bupat i . 

Pasa l 25 

S K P D yang Berwenang me lakukan evaluasi terhadap rekomendasi 
secara periodik 2 (dua) t ahun sekali . 

Pasa l 26 

Da lam h a l pemohon iz in belum mampu memenuhi persyaratan 
teknis berdasarkan has i l peni laian T i m Tekn is m a k a Kepala S K P D 
yang Berwenang dapat memberikan kesempatan pemenuhan 
persyaratan teknis kepada pemohon iz in. 



Pasa l 27 

(1) Pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan teknis, 
d isampaikan secara tertul is oleh S K P D yang Berwenang 
ber is ikan petunjuk u n t u k me lakukan perbuatan tertentu. 

(2) J a n g k a wak tu pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) paling l ama 10 (sepuluh) har i kerja. 

Bag ian Ketiga 
Pemberian Iz in 

Pasa l 28 

(1) Pemberian iz in diterbitkan apabila pemohon iz in 
te lahmemenuhi persyaratan administras i dan teknis. 

(2) J a n g k a wak tu proses penerbitan pemberian iz in paling l ama 14 
(empat belas) har i kerja sejak dipenuhinya persyaratan 
adminis tras i dan teknis secara lengkap dan benar. 

(3) Penolakan iz in d ike luarkan apabi la pemohon izin t idak 
b isamemenuhi persyaratan secara administras i dan/atau 
secara teknis. 

(4) Penolakan iz in sebagaimana d imaksud pada ayat (3) 
d isampaikan paling l ama 14 (empat belas) ha r i ker ja sejak 
pemohon iz in t idak b isa memenuhi persyaratan secara 
adminis tras i dan/atau secara tertulis. 

Pasa l 29 

(1) Penolakan iz in sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 28 ayat (3) 
d isampaikan secara tertul is dengan disertai penjelasan serta 
a lasan yang mendasar i ke luarnya keputusan penolakan. 

(2) Penolakan iz in disertai larangan u n t u k me lakukan penyipanan 
dan/atau pengumpulan L imbah B 3 . 

(3) Pemohon iz in yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan 
permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang 
baru . 



Bagian Keempat 
Masa Ber l akunya Iz in 

Pasa l 30 

(1) Iz in Penyimpanan Sementara L imbah B 3 dan/atau I z in 
Pengumpulan L imbah B 3 diberikan un tuk j angka w a k t u 
se lama 5 (lima) t ahun sepanjang t idak terjadi perubahan 
sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 13 ayat (2) hu ru f a sampai 
dengan e. 

(2) I z in yang telah habis m a s a ber lakunya dapat d ia jukan 
permohonan perpanjangan iz in u n t u k wak tu yang sama. 

(3) Da lam ha l Iz in Pengumpulan telah habis m a s a ber lakunya, 
m a k a pihak pemegang iz in wajib me lakukan pemul ihan 
l ingkungan sesua i peraturan perundang-undangan. 

Pasa l 31 

(1) Iz in d inyatakan t idak ber laku apabi la memenuhi sa lah satu 
u n s u r sebagaimana tersebut di bawah in i : 
a. terjadi perubahan sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 30 

ayat (2) h u r u f a, sampai dengan e; 
b. berdasarkan has i l evaluasi terhadap rekomendasi 

sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 28, persyaratan 
periz inan tidak dipenuhi; 

c. pemegang iz in t idak me laksanakan perpanjangan izin; 
d. berakhirnya kegiatan a tau pemegang izin t idak 

me laksanakan kegiatan se lama 2 (dua) t ahun 
secaraberturut-turut; dan/atau 

e. adanya pencabutan izin. 
(2) Da lam ha l i z in t idak ber laku sebagaimana d imaksud 

da lamhuruf (a), pemegang iz in dapat mengajukan permohonan 
iz in kembal i dengan mengikuti prosedur dan ta tacara 
perolehan izin. 

(3) Pencabutan iz in sebagaimana d imaksud dalam huru f (b) h u r u f 
d d i l aksanakan apabila: 
a . pemegang iz in me lakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

dalam izin; 
b. kegiatan pemegang iz in mengakibatkan terjadinya 

pencemaran dan/atau perusakan l ingkungan hidup. 



Pasa l 32 

Pencabutan iz in sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 31 ayat (3) 
d i l aksanakan oleh Bupa t i dengan mekanisme sebagai berikut: 
a . pemberian peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) ka l i , masing-

masing dengan tenggang wak tu se lama 30 (tiga puluh) ha r i 
kalender; 

b. apabi la peringatan sebagaimana d imaksud pada h u r u f (a) 
t idak dit indaklanjut i oleh pemegang izin, d i lanjutkan dengan 
menerbitkan sura t pembekuan sementara iz in u n t u k j angka 
wak tu 7 (tujuh) ha r i kalender; 

c. da lam ha l pembekuan iz in sebagaimana d imaksud da lam 
h u r u f (b) habis j angka wak tunya dan t idak ada upaya 
perbaikan, m a k a d i l aksanakan pencabutan izin. 

Pasa l 33 

Pencabutan iz in dapat d i l aksanakan tanpa melalui peringatan 
terlebih dahu lu apabi la terbukti : 
a. u s a h a dan/atau kegiatan pemegang iz in dapat membahayakan 

kepentingan u m u m ; 
b. perolehan iz in d i l akukan dengan dengan ca ra melawan 

h u k u m ; dan/atau 
c. adanya peraturan perundang-undangan dan/atau kebi jakan 

pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin. 

Bag ian Ke l ima 
Perubahan Iz in 

Pasa l 34 

(1) Penanggung jawab u s a h a dan/atau kegiatan wajib mengajukan 
permohonan perubahan izin apabi la terjadi perubahan: 
a . sumber L imbah B 3 ; 
b. j en i s pengelolaan L imbah B 3 ; 
c. lokasi/area kegiatan pengelolaan L imbah B 3 ; dan/atau 
d. j en i s dan karakter is t ik L imbah B 3 . 

(2) Permohonan perubahan sebagaimana d imaksud pada ayat ( l ) 
d isampaikan secara tertul is kepada Bupa t i me la lu iSKPD 
Periz inan disertai a l asan yang mendasar i perubahan. 



Pasa l 35 

T a t a ca ra dan syarat-syarat permohonan perubahan iz in 
d i l aksanakan dengan mengikuti tata ca ra dan syarat permohonan 
izin. 

BAB V I I I 
PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN 

Pasa l 36 

(1) Penghasi l L imbah B 3 bertanggung jawab atas penanggulangan 
kece lakaan dan pencemaran l ingkungan hidup akibat lepas 
a tau tumpahnya L imbah B 3 yang menjadi tanggung jawabnya. 

(2) Penghasi l L imbah B 3 wajib memil iki s istem tanggap darurat . 
(3) Penanggung jawab pengelolaan L imbah B 3 wajib memberikan 

informasi sistem tanggap darurat sebagaimana d imaksud ayat 
(2) kepada masyarakat . 

(4) Penghasi l dan/atau pengumpul dan/atau pengolah dan/atau 
pemanfaat dan/atau penimbun L imbah B 3 berizin wajib segera 
melaporkan tumpahnya bahan L imbah B 3 ke l ingkungan 
kepada S K P D yang Berwenang. 

(5) Pedoman teknis lebih lanjut mengenai penanggulangan 
kece lakaan dan pencemaran sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) ditetapkan oleh S K P D yang Berwenang sesua i ketentuan 
perundang- undangan. 

Pasa l 37 

(1) Penghasil L imbah B 3 wajib segera menanggulangi pencemaran 
a tau ke rusakan l ingkungan akibat kegiatannya. 

(2) Da lam h a l penghasil L imbah B 3 t idak mampu me lakukan 
penanggulangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) m a k a 
penghasil L imbah B 3 dapat mengajukan permohonan bantuan 
kepada Bupa t i mela lui Kepala S K P D yang Berwenang u n t u k 
me lakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan 
kepada penghasil L imbah B 3 yang bersangkutan. 

Pasa l 38 

(1) Bupa t i berwenang u n t u k memaksa penanggung jawab u s a h a 
dan/atau kegiatan u n t u k me lakukan pemul ihan l ingkungan 



hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan l ingkungan 
hidup yang d i l akukannya . 

(2) Bupa t i berwenang a tau dapat menunjuk pihak ketiga u n t u k 
me lakukan pemul ihan l ingkungan hidup akibat pencemaran 
dan/atau perusakan l ingkungan hidup yang d i l akukannya a tas 
beban biaya penanggungjawab u s a h a dan/atau kegiatan. 

BAB IX 
TANGGAP DARURAT 

Pasa l 39 

(1) Rangka ian kegiatan tanggap darurat terdiri dari : 
a. pemasangan simbol isasi pada tempat penyimpanan dan 

pengumpulan l imbah B 3 sebagai tanda bahan berbahaya 
agar dapat di ketahui oleh masyarakat ; 

b. s istem venti lasi ; 
c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 
d. tata letak dan kapas i tas penyimpanan l imbah B 3 yang d i 

sesua ikan dengan karakter is t ik dan ca ra penyimpanannya; 
e. a lat bantu keselamatan/Keselamatan dan Kesehatan Ker ja 

(K3) ser ta petunjuk evakuasi ; dan 
f. fasil itas s a rana dan p rasa rana keadaan bahaya, dan 

personil pe laksana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
l imbah B 3 . 

(2) Pedoman lebih lanjut mengenai Tanggap Darura t mengacu 
pada peraturan perundang-undangan di bidang perl indungan 
dan pengelolaan l ingkungan hidup. 

BAB X 
PENGAWASAN 

Pasa l 40 

(1) Bupat ime laksanakan pengawasan terhadap penaatan 
penanggungjawab u s a h a dan/atau kegiatan atas: 
a . persyaratan yang tercantum dalam izin; 
b. persyaratan teknis pengelolaan L imbah B 3 bagi u s a h a 

dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Amdal 
a tau Upaya Pengelolaan L ingkungan dan Upaya 
Pemantauan L ingkungan (UKL-UPL) ; dan 



c. ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan 
perundangundangan di bidang perl indungan dan 
pengelolaan l ingkungan hidup. 

(2) Pe laksanaan pengawasan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
dapat didelegasikan kepada Kepala S K P D yang Berwenang. 

(3) Pengawasan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i l aksanakan oleh PPLHD. 

(4) PPLHD sebagaimana d imaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh 
Bupa t i a tas u s u l Kepala S K P D yang Berwenang. 

Pasa l 41 

(1) PPLHD sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 39 ayat (3) dan 
ayat (4), berwenang: 
a. memasuk i area l penghasil, penyimpan, pemanfaat, 

pengumpulan, pengolahan dan penimbunan L imbah B 3 ; 
b. mengambil contoh L imbah B 3 , dokumen adminis tras i 

L imbah B 3 ; 
c. meminta keterangan yang berhubungan dengan 

pe laksanaan pengelolaan L imbah B 3 ; 
d. me lakukan pemotretan, rekaman audio v isua l ; 
e. memer iksa sa rana dan prasarana pengelolaan L imbah B 3 ; 
f. memer iksa dokumen administras i pengelolaan L imbah B 3 ; 

dan/atau 
g. menghentikan pelanggaran tertentu. 

(2) Da lam me laksanakan tugasnya, PPLHD dapat me lakukan 
koordinasi dengan PPNS. 

(3) Penanggung jawab u s a h a dan/atau kegiatan di larang 
menghalangi pe laksanaan tugas PPLHD. 

Pasa l 42 

Ketentuan mengenai ta ta ca ra pe laksanaan pembinaan dan 
pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupat i ; 

BAB X I 
PERAN S E R T A MASYARAKAT 

Pasa l 43 

(1) Masyarakat memil ik i hak dan kesempatan yang sama dan 
se luas- luasnya u n t u k berperan akt i f da lam pengelolaan dan 
pengendalian L imbah B 3 . 



(2) Peran akt i f sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat 
berbentuk pemantauan, penelitian, pendidikan penyadaran 
masyaraka t a tau bentuk la innya. 

(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan da lam 
rangka peran akt i f masyarakat sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1). 

BAB X I I 
PEMBIAYAAN 

Pasa l 44 

(1) Segala biaya u n t u k memperoleh iz in dibebankan kepada 
pemohon iz in. 

(2) Beban biaya permohonan iz in sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) meliputi biaya s tudi ke layakan teknis un tuk proses 
periz inan. 

(3) Un tuk pemantauan dan/atau pengawasan pengelolaan l imbah 
B 3 yang d i l akukan S K P D yang Berwenang dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan Be lanja Daerah (APBD). 

(4) Un tuk biaya pengelolaan l imbah B 3 dar i kegiatan U s a h a Mikro 
Keci l dan Menengah (UMKM) dapat diberikan fasi l i tasi oleh 
Pemerintah Daerah. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan l imbah 
B3sebagaimana d imaksud pada ayat (4) d i l aksanakan oleh 
Kepala S K P D yang Berwenang. 

BAB X I I I 
SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasa l 45 

(1) Bupa t i menerapkan s a n k s i administrat i f kepadapenanggung 
jawab u s a h a dan/atau kegiatan j i k a dalampengawasan 
d i temukan pelanggaran terhadap ketentuanPasal 14 ayat (2) 
dan ayat (4), Pasa l 15 ayat (2) dan ayat (3),Pasal 18 ayat (2) dan 
ayat (4), Pasa l 20 ayat (2) dan ayat (3),Pasal 34 ayat (2), Pasa l 
36 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4),dan/atau Pasa l 37 ayat (1). 

(2) S a n k s i administrat i f sebagaimana d imaksud pada ayat 
( l ) terdir i atas: 
a . teguran tertulis; 
b. paksaan pemerintah; 
c. pembekuan iz in; dan/atau 



d. pencabutan iz in. 

Pasa l 46 

(1) Paksaan pemerintah sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 45 
ayat (2) h u r u f b, berupa: 
a. penghentian sementara kegiatan produksi ; 
b. pemindahan sa rana produksi ; 
c. penutupan sa rana pengelolaan L imbah B 3 ; 
d. pembongkaran; 
e. penyitaan terhadap barang a tau alat yang berpotensi 

menimbulkan pelanggaran; dan 
f. penghentian sementara se luruh kegiatan a tau t indakan 

la in yang bertujuan un tuk menghentikan pelanggaran dan 
t indakan memul ihkan fungsi l ingkungan hidup. 

(2) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) dapat d i ja tuhkan tanpa d idahului teguran apabi la 
pelanggaran yang d i l akukan menimbulkan: 
a . ancaman yang sangat ser ius bagi manus i a dan l ingkungan 

hidup; 
b. dampak yang lebih besar dan lebih luas j i k a t idak segera 

dihent ikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau 
c. kerugian yang lebih besar bagi l ingkungan hidup j ika t idak 

segera dihent ikan pencemaran dan/atauperusakannya. 

Pasa l 47 

Pengenaan s a n k s i administrat i f berupa pembekuan a tau 
pencabutan iz in l ingkungan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 
45 ayat (2) hu ru f c dan h u r u f d d i l akukan apabi la penanggung 
j awab u s a h a dan/atau kegiatan tidak me laksanakan paksaan 
pemerintah. 

Pasa l 48 

Setiap penanggung jawab u s a h a dan/atau kegiatan yang tidak 
me laksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas 
setiap keter lambatan pe laksanaan sanks i paksaan pemerintah. 

Pasa l 49 

Ketentuan mengenai s a n k s i administrat i f d iatur lebih 
lanjutdengan Peraturan Bupat i 



BAB X IV 
PENYIDIKAN 

Pasa l 50 

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah in i yang 
d iancam sanks i p idana d i l aksanakan oleh Penyidik Kepolisian 
Negara Republik Indonesia a tau Penyidik Pegawai Negeri S ip i l 
di l ingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) Da lam me laksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) berwenang: 
a . mener ima laporan a tau pengaduan dar i seseorang tentang 

adanya t indak pidana; 
b. me lakukan t indakan pertama pada saat i tu di tempat 

kejadian dan me lakukan pemeriksaan; 
c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memer iksa 

tanda pengenal d i r i tersangka; 
d. me lakukan penyitaan benda dan/atau surat ; 
e. mengambil s idik j a r i dan memotret orang a tau benda; 
f. memanggil orang un tuk didengar dan diper iksa 

sebagaitersangka a tau saks i ; 
g. mendatangkan orang ahl i yang diper lukan da lam 

hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 
h . mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat 

petunjuk dar i pejabat penyidik Kepol isian Negara Republ ik 
Indonesia bahwa t idak terdapat cukup bukt i , a tau perist iwa 
tersebut b u k a n merupakan t indak pidana dan se lanjutnya 
member i tahukan h a l tersebut kepada penuntut u m u m , 
tersangka a tau keluarganya; dan mengadakan t indakan 
la in menurut h u k u m yang dapat dipertanggungjawabkan. 

BAB XV 
KETENTUAN PIDANA 

Pasa l 51 

(1) Setiap orang dan/atau badan yang me lakukan pengelolaan 
L imbah B 3 yang melanggar ketentuan Pasa l 11 ayat (1), Pasa l 
14 ayat (1), Pasa l 15 ayat (1), Pasa l 20 ayat (1), Pasa l 21 ayat 
(1), Pasa l 30 ayat (3), Pasa l 36 ayat (1) dan/atau Pasa l 37 ayat 
( l ) ,d ip idana sesua i dengan ketentuan perundang-undangan d i 
bidang l ingkungan hidup. 



(2) Set iap orang dan/a tau badan yang m e l a k u k a n pengelolaan 
L i m b a h B 3 yang mengakibatkan kerug ian cacat f isik a t au p u n 
menta l , h i langnya n y a w a orang la in , k e r u s a k a n dan/a tau 
pencemaran l ingkungan h idup d i k enakan s a n k s i p idana 
dan/a tau denda sesua i ke tentuan pera turan perundang-
undangan . 

BAB X V I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa l 52 

Pe ra turan Daerah in i m u l a i be r l aku pada tanggal d iundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memer in tahkan pengundangan 
Pe ra turan Daerah in i dengan penempatannyadalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Konawe. 
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